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Kata Pengantar 
 

 

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang 

Maha Esa atas selesainya buku ini yang berjudul "Penataan 

Peraturan Daerah melalui Omnibus Law". Buku ini hadir 

sebagai respons atas berbagai dinamika dalam pengaturan 

perundang-undangan di Indonesia, khususnya dalam konteks 

penyederhanaan regulasi daerah melalui metode omnibus 

law yang saat ini menjadi pendekatan populer dalam 

reformasi hukum. 

Latar belakang dari penulisan buku ini berangkat dari 

kompleksitas regulasi di tingkat daerah yang kerap kali 

menimbulkan tumpang tindih, ketidakselarasan, dan 

kesulitan dalam implementasi, sehingga dapat menghambat 

investasi dan pelayanan publik. Metode omnibus law sendiri 

memungkinkan pemerintah untuk mengkonsolidasikan, 

memperbaiki, atau bahkan mencabut sejumlah peraturan 

daerah yang dianggap kontraproduktif terhadap 

pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. 

Buku ini disusun untuk memberikan pemahaman yang 

lebih komprehensif mengenai konsep dan penerapan 

omnibus law dalam menata peraturan daerah di Indonesia. 

Dengan harapan, dapat memberikan sumbangsih pemikiran 
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dan menjadi referensi bagi berbagai pihak, mulai dari 

kalangan akademisi, praktisi hukum, pemerintah daerah, 

hingga masyarakat luas yang memiliki perhatian terhadap 

perbaikan tata kelola pemerintahan. 

Materi dalam buku ini disajikan dalam beberapa bab 

yang menguraikan konsep dasar omnibus law, permasalahan 

peraturan daerah yang dihadapi saat ini, mekanisme 

penerapan omnibus law, serta contoh-contoh kasus dan 

implikasi hukum yang relevan. Setiap bab dilengkapi dengan 

kajian teoritis dan praktis, serta panduan untuk memahami 

dampak dan tantangan yang mungkin muncul dalam 

pelaksanaannya. 

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua 

pihak yang telah mendukung proses penulisan buku ini, baik 

dari segi materi, tenaga, maupun motivasi. Kami berharap 

buku ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap 

pengembangan regulasi yang efektif dan efisien di daerah, 

serta memperkuat pelaksanaan tata kelola pemerintahan 

yang baik di seluruh wilayah Indonesia. 

Akhir kata, kami menyadari bahwa buku ini masih 

memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang 

membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan 

penyempurnaan edisi selanjutnya. Semoga buku ini 

bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi bagi kita semua 
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dalam upaya memperkuat sistem hukum yang adil, 

sederhana, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 

 

Sumenep,  November 2024 

Penulis 

 

Ahmad Robeith Al Faroh, SH., MH.  
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